
SKRIPSI 

 

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI 

UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (ABD) DI 

SELURUH KABUPATEN KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

 

 

 
 

 

Disusun oleh: 

Beauty Alexandra M. 

12080631 

 

 

Program Studi Akuntansi 

Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta wacana 

Yogyakarta 

2014 

©UKDW



ii 
 

©UKDW



iii 
 

©UKDW



iv 
 

 

  ©UKDW



v 
 

MOTTO 

 

Harapan yang mampu membuat kita terus berjuang. Hadirnya harapan-harapan 

baru akan terus melahirkan visi-visi yang baru agar tetap bertahan hidup. 

Apa yang sudah dikerjakan lakukankan dengan sepenuh hati dan keikhlasan karna 

dengan melakukan yang terbaik di hari ini belum tentu biasa kita lakukan di esok 

hari. 
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ABSTRAKSI 

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan 

kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh 

perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang 

melekat pada kewengan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin 

terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk 

meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyelenggaraan desentralisasi demi memeratakan 

kemampuan keuangan keuangan antar daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam 

melaksanakan upaya peningkatan pelenggaraan otonomi daerah dan keberhasilan sistem 

desentralisasi, perlu diadakan penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 

Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD). Penelitian ini menggunakan 

sampel 5 daerah  di Daerah Istimewa Yogyakarta  yang bersumber dari Laporan Realisasi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2010 hingga 2013. Metode 

pengambilan sampel menggunakan sensus dengan mengambil seluruh populasi. Alat yang 

digunakan penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

PAD dan DAU mempunyai pengaruh terhadap ABD   

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana ALokasi Umum (DAU), ALokasi Belanja 

Daerah (ABD) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan dana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari 

manajemen organisasi. Oleh karena itu, anggaran memiliki posisi yang penting 

sebagai tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Anggaran dapat 

diinterpretasikan sebagai perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan 

terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Menurut Governmental 

Accounting Standart Board (GASB) yang dulu dikenal dengan sebutan National 

Comittee on Governmental Accounting (NCGA), anggaran merupakan rencana 

operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran dan sumber pendapatan 

dalam jangka waktu tertentu. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan 

dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. 

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk 

uang, barang, maupun jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan di 

dalam APBD. Setiap penganggaran penerimaan dan pengeluaran dalam APBD 

tersebut harus memiliki dasar hukum. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk 
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melaksanakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Proses penyusunan anggaran daerah pasca UU. Nomor 22 Tahun 1999 telah 

direvisi menjadi UU. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, proses 

penyusunan tersebut melibatkan dua pihak yaitu, Badan Eksekutif dan Badan 

Legislatif melalui sebuah tim dan panitia anggaran daerah. Badan eksekutif sebagai 

pelaksana operasional daerah berkewajiban membuat rancangan APBD yang 

diimplementasikan jika telah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran. 

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara badan 

eksekutif dan badan legislatif tentang kebijakan umum, prioritas, dan landasan 

anggaran sebagai pedoman untuk penyusunan anggaran. Badan eksekutif membuat 

rancangan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan 

dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah. Pembiayaan 

kegiatan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi juga terdapat dalam 

APBD. 

Desentralisasi merupakan sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan 

yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Sehingga sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pinjaman 

Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta Dana Perimbangan yang 

meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 

Khusus (DAK). Sumber dana tersebut dikelola langsung oleh pemerintah daerah 

melalui APBD.  
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Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 tentang Perimbangan Dana, sumber 

dana pemerintah daerah melalui pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang 

diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 

peraturan daerah. Penerimaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber 

penerimaan daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam 

membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan 

dana dari pemerintah pusat. 

Sumber dana bagi daerah seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan 

perwujudan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab. Sektor 

pendapatan daerah memiliki peranan yang penting karena dapat menjadi tolak ukur 

sejauhmana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan 

pembangunannya sendiri. 

Faktor yang dapat memprediksi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah 

adalah fungsi atau tugas pemerintahan, kemampuan pemungutan pajak daerah, tugas 

administrasi, jumlah pelimpahan wewenang, besarnya anggaran belanja, wilayah 

ketergantungan, dan jumlah personil. 

Diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan dapat membuat 

pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dengan indikator meningkatnya PAD dan 

berkurangnya DAU atau subsidi dari pusat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan PAD antara lain, intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah 
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dalam bentuk retribusi dan pajak, eksplorasi sumber daya alam, skema pembentukan 

kapital atau investasi daerah melalui penggalangan dana atau menarik investor. 

Keterkaitan antara desentralisasi dan PAD yang paling realistis adalah bahwa 

desentralisasi memungkinkan pemberdayaan sosial, memberikan keleluasaan kepada 

daerah untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial ekonomi yang cepat di tingkat 

daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menggali potensi PAD 

secara lebih maksimal. 

Seiring meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian daerah semakin 

meningkat pula. Tingkat kemandirian daerah ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD 

untuk mendanai belanja-belanja daerahnya. Ketergantungan pemerintah daerah 

terhadap pemerintah pusat harus semakin kecil. Era otonomi membuka kesempatan 

yang lebih besar kepada daerah untuk membiayai belanja daerah melalui PAD yang 

dihasilkan. 

Kebijakan otonomi daerah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam 

peningkatan PAD. Dengan adanya otonomi daerah, berbagai daerah berlomba untuk 

melakukan inovasi demi terciptanya daerah yang mandiri. Hal ini dapat dilihat 

melalui pertumbuhan PAD yang semakin meningkat dan semakin besarnya kontribusi 

PAD tersebut terhadap belanja daerah. 

Isu utama dari PAD yang dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah 

adalah bahwa PAD merupakan cerminan dari kemampuan pajak daerah (local taxing 

power). Menurut sebagian pihak cerminan tersebut cukup signifikan besarnya. Tetapi, 
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pengalaman menunjukkan bahwa PAD Kabupaten dan Kota secara umum hanya 

memiliki peranan yang marginal terhadap APBD. 

Otonomi daerah tidak hanya membawa dampak positif  dalam memunculkan 

identitas daerah yang ada di masyarakat. Otonomi daerah juga membawa dampak 

negatif dengan munculnya kesempatan bagi oknum-oknum di tingkat daerah untuk 

melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara pemerintah daerah 

dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya lebih 

tinggi dibanding dengan daerah yang masih berkembang. 

Oleh karena itu, otonomi daerah tetap membutuhkan peran pemerintah pusat 

dalam pemberian dana bantuan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan 

pada pemerintah daerah. Pada prakteknya, pemberian dana dari pemerintah pusat 

merupakan sumber pendanaan utama di beberapa pemerintah daerah. Dana tersebut 

digunakan untuk biaya operasional daerah, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan 

dalam perhitungan anggaran. Tujuan dari pemberian dana tersebut adalah untuk 

mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah dan menjamin tercapainya 

standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maemunah, 2006). 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menyebutkan bahwa pemerintah pusat akan memberikan Dana Perimbangan yaitu 

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil 

(DBH). Kebijakan penggunaan dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. 

Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh 

pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. 
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Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini dialokasikan dengan tujuan untuk 

mendanai kebutuhan daerah dan pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Peran dana alokasi umum terletak pada kemampuannya 

untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan potensi fiskal dan 

kebutuhan dari masing-masing daerah. 

Terdapat permasalahan pada pemberian dana alokasi umum. Permasalahan 

timbul ketika pemerintah daerah meminta dana alokasi umum kepada pemerintah 

pusat sesuai kebutuhannya, tetapi belum dapat diberikan karena dasar perhitungan 

kebutuhan fiskal yang tidak memadai. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya data, 

belum adanya standar pelayanan minimum masing-masing daerah, sistem 

penganggaran yang tidak berdasarkan pada standar analisis belanja, dan total 

pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan 

sesungguhnya sehingga tidak efisien. 

Sumber-sumber pendapatan daerah baik itu PAD dan DAU diperoleh dan 

digunakan untuk membiayai belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah semua 

pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar. Belanja 

daerah juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan daerah dalam satu tahun 

anggaran. Sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui untuk mengurangi nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 
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Belanja atau pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah, dimaksudkan 

bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perlu untuk 

melakukan pengeluaran-pengeluaran (Memesah, 1995). Tindakan untuk melakukan 

pengeluaran tersebut diperlukan sumber ekonomi antara lain berupa atau dinyatakan 

dengan penggunaan uang. Uang tersebut digunakan untuk keperluan belanja rutin dan 

belanja pembangunan. 

Menurut Maemunah (2006) ada lima hal peenyebab pengeluaran pemerintah 

terus meningkat, antara lain, adanya tuntutan peningkatan perlindungan keamanan 

dan pertahanan, kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, urbanisasi yang 

menginginkan pertumbuhan ekonomi, perkembangan demokrasi, dan tidak efisiennya 

birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintah. 

Pendanaan belanja daerah menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten dan 

Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya 

dalam bidang tertentu. Penanganan urusan-urusan tersebut dapat dilaksanakan 

bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah 

yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, 

fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan 

sosial. Belanja daerah terbagi menjadi dua tipe yaitu Belanja Tidak Langsung dan 

Belanja Langsung. 
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Menurut Halim (2009), belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak 

memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, 

bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 

Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara 

langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa, serta belanja modal. 

Berkaitan dengan belanja daerah, Bappenas (2003) mengatakan kontribusi 

PAD merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah. 

Rasio ini mengukur seberapa jauh kemampuan daerah membiayai kegiatan rutin dan 

kegiatan pembangunan. Rasio ini juga dapat digunakan untuk melihat kapasitas 

kemampuan keuangan daerah. 

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi daerah dalam Widjaja 

(2003) mengungkapkan bahwa kontribusi PAD terhadap belanja daerah merupakan 

salah satu variabel pokok untuk mengukur kemampuan suatu daerah untuk 

berotonomi. Variabel-variabel pokok tersebut adalah kemampuan keuangan daerah, 

jumlah penduduk, partisipasi masyarakat, variabel ekonomi dan variabel demografi. 

Oleh karena itu, daerah otonom cenderung lebih mengandalkan sumber penerimaan 

yang berasal dari Dana Alokasi Umum dan pinjaman daerah. 

Penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Nur Indah (2010) tentang Kabupaten 

dan Kota di Jawa Tengah memperoleh hasil yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap tinggi rendahnya Alokasi 
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Belanja Daerah. Penelitian Darwanto Yulia Yustikasari (2007) juga memperoleh hasil 

yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, 

dan Dana Alokasi Umum secara signifikan berpengaruh terhadap besar kecilnya 

variabel belanja modal. 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya seperti yang telah 

dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja 

Daerah Pada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, penulis 

mengidentifikasikan dan menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja 

Daerah? 

b. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap tinggi rendahnya Alokasi 

Belanja Daerah khususnya dalam periode tahun 2010-2013. 
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1.4 Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat antara lain: 

a. Dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal 

menyusun kebijakan anggaran daerah di masa yang akan datang 

b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan data tambahan bagi penulis 

lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini 

c. Menambah pengetahuan dalam studi ilmu ekonomi khususnya di Universitas 

Kristen Duta Wacana 

 

1.5 Batasan Penelitian 

a. Penulis membatasi penelitian ini pada dua variabel independen yaitu 

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum 

b. Penulis memulai penelitian ini pada tahun 2010 dan diakhiri tahun 2013 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah 

berpengaruh  terhadap Alokasi Belanja Daerah. Pemerintah daerah 

memiliki PAD yang tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja 

daerahnya juga tinggi 

2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum 

berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Daerah. Pemerintah daerah yang 

memiliki DAU tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya 

juga tinggi. 

5.2 Saran  

1. Untuk meningkatkan Alokasi belanja daerah maka Pemerintah Daerah 

diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

baik secara intensifikasi maupun secara ektensifikasi untuk meningkatkan 

pendapatan daerah, demikian juga pemerintah daerah agar terus 

mengupayakan untuk menarik Dana Alokasi Umum semaksimal mungkin 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sensus yang 

digunakan agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih. 
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Dan mungkin mengambil jangkauan lebih luas selain kabupaten dan kota 

yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih 

lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik 

ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya, 

maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintahan, atau 

kondisi makro-mikro. 

4. Menambah dan mempertimbangkan dalam menentukan variabel bebasnya. 
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